
MANUAL TAHAPAN 
PENILAIAN DAK FISIK 
TAHUN 2025
User – Pemerintah Daerah



DASAR HUKUM

Pasal 41 Ayat 3 yaitu Kementerian/lembaga dan kementerian yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional melakukan penilaian atas usulan DAK 

Fisik.

PP 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Derah

Surat Dirjen Perimbangan Keuangan 

Surat Dirjen Perimbangan Keuangan No. S-14/MK.7/2024 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) dan Pemerintah Daerah sebagai dasar 

Pengelolaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2025 bahwa proses penilaian usulan dilakukan DAK Fisik pada 

tanggal 16 Juli – 16 Agustus 2024 

Rencana Aksi Kajian KPK

Rencana Aksi : Menyederhanakan proses bisnis DAK melalui revisi Peraturan Menteri PPN Nomor 4 

Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus dengan penyempurnaan substansi:

1. Mempersingkat proses perencanaan tahunan DAK dengan mengoptimalkan arah kebijakan DAK 

Multiyears pada RPJMN dan menyederhanakan tahapan penilaian usulan DAK. 

2. Menyesuaikan timeline perencanaan dan penganggaran DAK dengan RKP dan Nota Keuangan. 



TIMELINE PROSES PERENCANAAN DAN 
PENGALOKASIAN DAK FISIK

Pra – Usulan

Penilaian Usulan DAK Fisik 

(Sinkronisasi dan Harmonisasi)
Penyusunan Rencana

Penggunaan Dana (RPD)

DAK Fisik

Interkoneksi dengan Aplikasi K/L 

(tahap pelaksanaan)

Januari T+1

Pengusulan

DAK Fisik 

Penetapan arah kebijakan

dan Pembahasan 

Multilateral Meeting (MM) 

Penilaian kelayakan teknis atas usulan

daerah termasuk forum sinkronisasi dan 

harmonisasi antara pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah

Penetapan Rencana

Penggunaan Dana (RPD) 

per daerah per jenis

Pengalokasian DAK Fisik
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Pengusulan DAK fisik

melalui aplikasi Krisna
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• Tahap 1: 14 Juni - 14 Juli 2024

• Tahap 2: 15 Juli – 31 Juli 2024

• Tahap 1: 15 Juli – 16 Agustus 2024

• Tahap 2: 1 – 16 Agustus 2024

September 2024

Oktober – Desember 2024

Penyepakatan perhitungan alokasi

DAK Fisik per subbidang per daerah

dengan mempertimbangkan hasil

penilaian



TIMELINE LOCK PEMBAHASAN OLEH BAPPEDA 
MASING-MASING BIDANG

44

NO BIDANG/SUBBIDANG TAHAPAN PEMBAHASAN DENGAN PEMDA BATAS LOCK PEMBAHASAN OLEH 

BAPPEDA

1 Bidang Pendidikan 5 – 16 Agustus 16 Agustus

2 Bidang Kesehatan 16 Juli – 10 Agustus 10 Agustus

3 Bidang Air Minum Layanan Dasar dan PPKT :  20 – 16 Agustus

Industri : 1 – 16 Agustus

16 Agustus

4 Bidang Sanitasi 20 – 16 Agustus 16 Agustus

5 Bidang Perkim 20 – 16 Agustus 16 Agustus

6 Bidang Irigasi Layanan Dasar : 20 Juli – 12 Agus

KPPN : 3 – 12 Agus

Tahap I : 12 Agustus

KPPN : 12 Agustus

7 Bidang Pangan Pertanian 12 – 16 Agustus 16 Agustus

8 Bidang Pangan Akuatik 13 – 15 Agustus 15 Agustus

9 Bidang Perdagangan 5 – 13 Agustus 13 Agustus

10 Bidang Industri Kecil dan Menengah 3 – 16 Agustus 16 Agustus

11 Bidang PPA 27 Juli – 11 Agustus 11 Agustus

12 Subbidang Perpustakaan 24 Juli – 13 Agustus 13 Agustus

13 Subbidang KB 4 Juli – 11 Agustus 11 Agustus

14 Subbidang Jalan 6 – 16 Agustus 16 Agustus

15 Subbidang Transportasi Perairan 5 – 14 Ags 15 Agustus



KEBIJAKAN UMUM TAHAPAN PENILAIAN DAK FISIK

55

• Tahapan Penilaian DAK Nonfisik:

Tahap I : 15 Juli – 16 Agustus 2024

Tahap II : 1 – 16 Agustus 2024

• Fase pembahasan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan sesuai

timeline per Bidang DAK Fisik (periode pemda melakukan edit usulan)

• Usulan dengan penilaian Discuss atau no action dapat dilakukan edit oleh pemda

• Usulan dengan penilaian Approve dan Reject tidak dapat dilakukan edit oleh pemda

• Pusat dapat melakukan penambahan usulan dalam hal usulan aspirasi, selain itu tidak dapat

ditambahkan usulan

• Proses edit data oleh Pemda dan Pusat (volume, unit cost, komponen)

• Proses menyampaikan kelengkapan data/dokumen pendukung (readiness criteria, data teknis ataupun

TOR/RAB).

• Pemda melakukan lock pembahasan per subbidang DAK Fisik (fitur edit tidak terbuka oleh pemda). 

Fitur penilaian terbuka oleh pusat. 

• Pusat (K/L dan/atau Bappenas) melakukan penelaahan dan penilaian terhadap perbaikan usulan oleh 

pemda

• Pusat dapat melakukan copy from oleh akun planner pemerintah pusat

• Tidak bisa ubah referensi/ detail lokasi

• Pemda tidak dapat melakukan penambahan usulan baru



Pemerintah Daerah Kementerian/Lembaga dan Bappenas
P
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Approval K/L Approval PPN

Submit Approval 
Pembahasan K/L

Submit Approval 
Pembahasan PPN

Edit Usulan Tambah Usulan

Lock Pembahasan
Approval 

K/L & PPN
Unlock 

Pembahasan

Lock Approval 
Pembahasan

Unlock Approval 
Pembahasan

Sign Rekap 
Pembahasan

Sign K/L Rekap 
Pembahasan

Sign PPN Rekap 
Pembahasan

reset approval

edit usulan disabled
approval enabled

Ya

Tidak

approval disabled

Ya

Tidak

Perlu 
perbaiki?

P
EM
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Perlu 
approval?

approval enabled

edit usulan enabled
approval disabled

ALUR KERJA PENILAIAN DAK FISIK 2025
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ALUR KERJA TAHAPAN “Pembahasan” DAK FISIK

Pemerintah Daerah

▪ Melihat hasil penilaian 

usulan 

▪ Mengedit usulan (no action, 

discuss, usulan baru) kecuali 

approve dan reject

▪ Mengunggah TOR di Menu 

Kegiatan

▪ Melakukan Lock 

Pembahasan per Subbidang

per Daerah

K/L dan/atau Bappenas

▪ Mengedit usulan untuk

status penilaian approve, dan 

tidak dapat diubah untuk

status penilaian reject

▪ Dapat menambah usulan 

baru dalam rangka

pencapaian target pusat

K/L dan/atau Bappenas

▪ Melakukan penilaian 

(approve, reject, 

discuss)

▪ Dapat melakukan 

Unlock Pembahasan

per Subbidang per 

Daerah

▪ Melakukan Lock 

Approval 

Pembahasan per 

Subbidang per Daerah

▪ Dapat melakukan 

UnLock Approval 

Pembahasan per 

Subbidang per Daerah

▪ Dapat melakukan 

submit usulan per 

subbidang

Pemerintah Daerah*

Melakukan Sign pada Rekap 

Pembahasan per Subbidang

K/L*

Melakukan Sign pada Rekap 

Pembahasan per Subbidang

per Daerah

Bappenas*

Dapat melakukan Sign pada 

Rekap Pembahasan per 

Subbidang per Daerah
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Notes :

*) Tergantung kebijakan

masing-masing bidang



USER ROLE DAK FISIK TAHAPAN PENILAIAN

No Task

Pemda K/L dan/atau Bappenas

Admin Bappeda OPD Admin Planner Approver

1 Mengelola hak akses user ✅ ✅

2 Mengedit usulan (bagi penilaian no-action dan discuss) ✅ ✅ ✅

3
Menambah usulan baru (hanya dapat dilakukan oleh 

Pemerintah Pusat dalam rangka pencapaian target)
✅

4 Mengunggah TOR/RAB di level Menu Kegiatan ✅ ✅

5 Melengkapi Data Teknis di level Subbidang* ✅

6 Melakukan Lock Pembahasan per Subbidang per Daerah ✅

7 Melakukan penilaian usulan ✅

8 Melakukan UnLock Pembahasan per Subbidang per Daerah ✅
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Catatan: 

Diharapkan keikutsertaan peran Bappeda dalam forum Pembahasan Pemda dengan K/L Pengampu. Bappeda sebagai Koordinator

Perencanaan DAK dapat memantau proses sinkronisasi dan diperlukan peran aktif Bappeda dalam melakukan Lock Pembahasan

perbaikan usulan pada aplikasi KRISNA-DAK.

*) Data teknis yang terbuka sesuai dengan permintaan dari Kementerian/Lembaga (tidak seluruh jenis terbuka)



CONTOH FORMAT REKAP PEMBAHASAN 
(pada level sub bidang)
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Daerah : Kota Bandung
Bidang : Kesehatan
Sub Bidang : Penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan

No Menu/Rincian Kegiatan Lokasi Kegiatan Output Kegiatan Kebutuhan Dana

Volume Satuan

1 Menu: Penguatan RS Daerah

Rincian: Prasarana RS Umum Daerah 

Bandung Kiwari

1 Paket 2.555.553.000

50 Bumil 37.800.000

20 Bumil 21.000.000

Total Kebutuhan 2.555.553.000

Kepala Biro Perencanaan dan Penganggaran, 

Kementerian Kesehatan

(xxx)

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, 

Kementerian PPN/Bappenas

(xxx)

Kepala Bappeda, Kota Bandung

(xxx)



Set Role



Memilih portal direktorat
masing-masing

Portal yang dipilih yaitu 
Kementerian PPN/BAPPENAS 
atau Kementerian/Lembaga

User mengunjungi portal Kementerian PPN/Bappenas atau Kementerian/Lembaga masing-masing, sebagai contoh: 
https://kemenkes.kl.krisna.systems/dak/2025/dak-usulan

Masukkan email dan password
user, kemudian centang Saya
bukan robot kemudian klik
tombol Login

1

2

3

USER LOGIN



Setelah user melakukan login, maka tampilan awal dashboard yang dikunjungi adalah sebagai berikut:

Sub sistem yang dipilih 
yaitu DAK 2025

DASHBOARD AWAL KRISNA



Memilih jenis role

Tombol CRUD untuk 
menyimpan, menghapus, 

dan melihat history

Pada dashboard menu, 
pilih management 
“User Role DAK”

Menambah user 
(oleh admin)

*Hanya user “Admin” yang dapat mengakses.

1

2

3

4

SET USER ROLE

Note: Hal yang sama dapat dilakukan pada portal Kementerian 
PPN/Bappenas



Tahapan “Perubahan
Usulan”



EDIT USULAN (1/4)
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1. Gunakan user Bappeda/OPD 

2. Klik tab “Usulan”

3. Pilih Bidang DAK Fisik

4. Pilih Subbidang DAK Fisik

5. Pastikan pada state “Pembahasan”



EDIT USULAN (2/4)
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Pilih Menu Kegiatan → Pilih Rincian → Pilih

Detail Rincian yang akan dilakukan edit dan 

klik “Ubah”

1

2

Edit volume, unit cost, komponen, dokumen 

readiness criteria, dan menambahkan

keterangan Sinkron di level detail rincian

3



EDIT USULAN (3/4)
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1. Ubah metode

pengerjaan sinkron

3. Untuk tracking 

volume usulan di 

tahun 2024

4. Input volume dan 

unit cost. Usulan

sinkron merupakan

hasil pengali unit 

cost dan volume

Tidak dapat

melakukan

perubahan Referensi

2. Ubah detail desa



EDIT USULAN (3/3)
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6. Lengkapi Readiness Criteria 

Sinkron

5. Pilih komponen sinkron, jika ingin

ditambahkan pilih “add” serta input 

volume dan unit cost komponen

7. Tambahkan keterangan sinkron

(jika diperlukan)

8. Pilih geotagging lokasi jika ingin

dilakukan perubahan

9. KLIK SIMPAN



Tahapan “Lock 
Pembahasan”



LOCK PEMBAHASAN
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4. Pilih Lock Pembahasan

1. Pilih usulan

2. Pilih Bidang

3. Pilih Sub Bidang

5. OK



Terima Kasih
Hubungi di Sosial Media kami :

www.bappenas.go.id

ditpd_bappenas

ditpdbappenas


